PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINFAH

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31

| Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sek-
retariat Tetap Badan Nasional Pengelala Perbatasan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Peruba-
han Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun
2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat

Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan dicabut |

dan dinyatakan tidak berlaku.

| Pasal 2

Peraturan.Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memefin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempataannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL _
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

{BN)

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS

ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.| Nomor 42 Tahun 2017,

tanggal 21 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan ma-
syarakat diperlukan anggota Satuan.Perlindungan
Masyarakat yang profesional dan terampil dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di la-
pangan;

' b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas
anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu mene-
tapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota
Satuan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Naomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin-

tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone- |

sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ten-
tang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Neg-
ara Republik tndonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Ma-
syarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1837);

MEMUTUSKAN:

Al

Menetapkanh :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARA-

KAT.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjut-
nya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang
dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan

“beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan

dan dibekali pengetahuan serta keterampilan un-
tuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana
guna mengurangi dan memperkecil akibat ben-

cana, serta ikut memelihara keamanan, ketenter- |

aman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial
kemasyarakatan.

Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Repub-
lik Indonesia yang memenuhi persyarétén dan se-
cara sukarela turut serta dalam kegiatan perlind-
ungan me yarakat.

Peningkat. 1 Kapasitas Anggota Satlinmas yang

selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah
peningkatan kerhampua,n dan keterémpilan ang- |
gota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan |
fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, |
pembentukan sikap dan perilaku serta kemam- ;
puan anggota Satlinmas.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai per- |
angkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah |
kerja Kecamatan. ;

Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordi-
nator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja kelurahan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang dise- |
but dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki |
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan f
masvyarakat setempat berdasarkan prakarsa ma-
syarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional |
vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerin-
tahan Negara Kesatuan Republfik Indonesia.
Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut den-
gan nama lain adalah kepala Pemerintahan Desa/

.Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peningkatan kapasitas bertujuan untuk:

a.

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pem- |
bentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas; |
dan - '
meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas
dalam melaksanakan tugas membantu dalam
penanggutfangan bencana, keamanan, ketentera-
man dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial
kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ket- |
ertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan
pemilu dan pemilukada dan upaya pertahanan
negara.

BAB I

PENYELENGGARAAN.PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 3

(1) Gubernur_ bertanggungjawab untuk penyelengga- |

rakan peningkatan kapasitas anggota Satlinrr_\as
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di daerah provinsi.

Bupati/Wali Kota bertanggungjawab untuk pe-
nyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota
Satlinmas di daerah kabupaten/kota.

Pasal 4
Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota
Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--

undangan.

Anggota Satlinmas yang akan mengikuti pen-
ingkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja kabupaten/kota untuk peningkatan kapasi-

tas yang diselenggarakan di daerah provinsi dan
diusulkan oleh kepala desa/lurah melalui camat
untuk peningkatan kapasitas yang diselenggara-
kan di daerah kabupaten/kota. ,.

Pasal b

3

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimak- |
sud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui metode pem-

belajaran yang terdiri atas:

a.
b.
C.

{1)

{2)

(3)

ceramah;
diskusi; dan
simulasi.

Pasal 6
Materi peningkatan kapasitas, meliputi:
a. bidang kesamaptaan;
b. bidang perlindungan masyarakat;
¢. bidang penanggulangan bencana; dan
d. bidang kekhususan.
Materi bidang kekhususan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf d, muatannya disesuai-
kan dengan kearifan lokal di masing-masing dae-
rah.
Materi peningkatan kapasitas sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampi-
ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

{1

(2)

AN

E

Fasilitator/narasumber peningkatan kapasitas,
terdiri atas: |

(2)

(3)

(4)

(5)

pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidang-
nya; ;
pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidang-
nya; :
akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
dan/atau

pejabat struktural dan/atau fungsional di ling-
kungan pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait
yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengeta-
huan dan keterampilan yang sesuai dengan ma- |
teri peningkatan kapasitas.

Pasal 8

Peserta peningkatan kapasitas diberikan sertifi-
kat.
Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditandatangani:
a. kepala daerah; atau
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama

Kepala Daerah.

BAB IlI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

Menteri Dalam Negeri melaksanakan monitoring
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pening-
katan kapasitas di provinsi.
Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan
pelaksanaan tugas.
Monitoring dan’ evaluasi peningkatan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2), dilaksanakan oleh tim.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, terdiri
atas unsur:
a. Sekretariat

Negeri;
b. Direktorat Jendera! Bina Administrasi Kewil-

ayahan Kementerian Dalam Negeri; dan
¢. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

Kementerian Dalam Negeri.

Jenderal, Kementerian Dalam

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4},
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam
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(5}
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(2)
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{4)

(5)
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Negeri.

Pasal 10
Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan peningkatan kapasutas
di daerah kabupaten/kota.
Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan ;

pelaksanaan tugas.

Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{(2), dilaksanakan oleh tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, terdiri
atas unsur:

a. Sekretariat Daerah Provinsi;

b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; dan

¢. instansi terkait lainnya.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), |

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11
Bupati/Wali Kota melaksanakan monitoring dan

evaluasi terhadap Penyelenggaraan peningkatan |

kapasitas di kecamatan, desa atau kelurahan.
Monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan |

pelaksanaan tugas.

Monitoring: dan evaluasi peningkatan kapasitas |

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

{2), dilaksanakan oleh tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas unsur.

a. Sekretariat Daerah kabupaten/kota;

b. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota;
dan

c. instansi terkait lainnya.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 12
Pembiayaan untuk pe_hyelepggaraan peningkatan
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kapésitas bersumber:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten/Kota; dan

¢. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengi-
kat.

| {2). Pembiayaan untuk tim monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan peningkatan kapasitas bersum-

ber:

a. Anggaran: Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten/Kota; dan

¢. sumber-sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
tid.
WIDODO EKATJAHJANA

(BN)
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